WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 689 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN RUMAH MEDIASI KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARMASIN,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat

(5) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 144
Tahun 2022 tentang Pembentukan Rumah Mediasi,
perlu menetapkan pembentukan Rumah Mediasi
pada kelurahan di Kota Banjarmasin;

. bahwa pembentukan Rumah Mediasi adalah

sebagai strategi penyelesaian sengketa hukum pada
masyarakat di Kota Banjarmasin melalui proses
mediasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Rumah Mediasi Kota Banjarmasin;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3872);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2007 tentang Pedoman Pelestarian dan
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial
Budaya Masyarakat;

. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
175);

. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Rumah Mediasi Kota Banjarmasin pada 52 (lima puluh dua)
Kelurahan di Kota Banjarmasin dalam bentuk ruangan
atau kamar atau bilik pada setiap kelurahan
dimanfaatkan untuk proses mediasi.

Rumah Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dilaksanakan oleh Lurah dengan berpedoman
pada Standar Prosedur Operasional teknis mediasi yang
telah ditetapkan.
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 November 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

<.

IBNU SINA

yang



